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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

4.

Kewenangan Panwasda dalam pengawasan penyaluran dana bantuan
hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu merupakan
kewenangan yang bersumber dari Kementerian Hukum melalui
mekanisme  delegasi dan mandat kepada Kantor Wilayah,

Kewenangan tersebut mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan

bantuan hukum, yaitu tahap pra-penyaluran, pelaksanaan, dan pasca-

penyaluran, serta penanganan pengaduan masyarakat, meliputi :

a. Kewenangan administratif, yaitu pemeriksaan dokumen,
verifikasi laporan, dan kelengkapan administrasi PBH.

b. Kewenangan substantif, menilai kualitas pemberian bantuan
hukum kepada masyarakat miskin, melalui kegiatan monitoring
dan evaluasi ke penerima bantuan hukum.

C. Kewenangan evaluatif, dengan melakukan penilaian kinerja
PBH dan efektifitas program bantuan hukum.

d. Kewenangan rekomendatif, dengan memberikan rekomendasi

atas temuan pengawasan, termasuk sanksi administratif kepada
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PBH yang melanggar, serta membuat laporannya kepada panitia
pengawas pusat.

Secara normatif, kewenangan tersebut telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip legalitas dalam hukum
administrasi negara. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan,
masih ditemukan kendala-kendala seperti keterbatsan SDM yang ada,
minimnya anggaran terkait pelaksanaan monitoring faktual ke
lapangan, PBH yang tersebar di kabupaten / kota dalam Propinsi
Bengkulu, kurangnya tranparansi laporan dari PBH, belum optimalnya
sistem pengawasan berbasis teknologi, dan sistem pengaduan yang
relatif sulit untuk dilakukan masyakat biasa.

Ditinjau dari perspektif figih siyasah, pelaksanaan kewenangan
Panwasda dalam mengawasi dana bantuan hukum merupakan bentuk
pelaksanaan prinsip al-sulthah (otoritas pemerintahan) yang bertujuan
menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya kelompok miskin
pencari keadilan. Pengawasan terhadap dana publik dalam Islam tidak
hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai
amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan
Allah SWT. Oleh karena itu, pengawasan yang belum optimal
menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan (al-‘adalah), dan
maslahah belum sepenuhnya terwujud secara ideal. Selain itu, dalam
perspektif figih siyasah maliyah, dana bantuan hukum termasuk

bagian dari pengelolaan harta publik (al-mal al-‘amm) yang harus
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dijaga dari penyalahgunaan, ketidakjujuran, dan praktik yang
merugikan masyarakat. Ketika pengawasan masih lemah, maka tujuan
syariat (maqashid al-syari’ah) dalam mewujudkan perlindungan hak,
keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara
maksimal. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan Panwasda
bukan hanya menjadi kebutuhan administratif negara, tetapi juga
merupakan tuntutan moral dan syar’i untuk mewujudkan tata kelola
dana bantuan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada

kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1.

Perlu dilakukan penguatan pelaksanaan kewenangan Panwasda,
khususnya dalam meningkatkan pengawasan substantif melalui:

a.  peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

b.  optimalisasi monitoring lapangan,

C.  serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Hal ini penting agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif,
tetapi juga mampu menjamin kualitas layanan bantuan hukum dan
ketepatan sasaran penerima.

Pelaksanaan pengawasan oleh Panwasda perlu lebih diorientasikan

pada penerapan nilai-nilai figh siyasah secara substantif, yaitu:
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a.  mewujudkan keadilan dalam distribusi bantuan hukum,

b.  menjaga amanah dalam pengelolaan dana publik,

C. serta meningkatkan kemanfaatan program bagi masyarakat
miskin.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dan

transparansi dalam pengawasan sebagai bentuk penguatan nilai

kemaslahatan dalam penyelenggaraan bantuan hukum.
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